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ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan 

menganalisis 1) Bagaimanakah Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait 

Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota 

Pasuruan? 2) Apa saja kеndala yang dihadapi olеh olеh Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam mеlaksanakan Pеraturan 

Daеrah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan 

Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ? 3) Bagaimana Upaya yang 

dilakukan olеh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota 

Pasuruan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan karena lembaga tersebut 

merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis 

dan populasi pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Pasuruan serta teknik purposive sampling, Berdasarkan hasil wawancara 

dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 18 Ayat (1) tersebut berlum 

terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Izin Gangguan terkait pengenaan Retribusi terhadap pemilik 

badan usaha tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus 

dibayarkan oleh pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan 

atau Izin HO terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Pasuruan 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut 

dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak 

dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap 

pelayanan perizinan dan keterbatasan jumlah petugas Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan 2.Faktor Eksternal, bahwa 

masyarakat yang memiliki badan usaha dan akan mengurus surat izin gangguan 

tidak mau ribet dalam mengurus surat izin gangguan, sehingga masyarakat 

pemilik badan usaha menyerahkan seluruh urusannya kepada petugas Badan 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 3) upaya yang dilakukan 
diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Gangguan, Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to find out, identify, and analyze 1). How is Article 18 

Paragraph (1) of Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on 

Nuisance Permit Levy regarding Nuisance Permit Levy Charged from Business 

Entity in Pasuruan implemented? 2) What difficulties are faced by Capital 

Investment and Integrated Permit Services Agency of Pasuruan in terms of 

executing Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Levy for 

Nuisance Permit Charged from Business Entity in Pasuruan? 3) What steps are 

taken by Capital Investment and Integrated Nuisance Permit Services Agency of 

Pasuruan to execute regional regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on 

Levy for Nuisance Permit Charged from Business Entity? Empirical-juridical 

research method was employed in this research with socio-juridical approach. The 

research was conducted in Capital Investment Agency and Integrated Nuisance 

Permit Services of Pasuruan, as this agency is authorized to give permit. The 
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samples comprised the population of staff in the office in Pasuruan and they were 

taken by using purposive sampling. Based on the interview, it is concluded that: 
 

1) the Article 18 Paragraph (1) is not yet implemented because levy nuisance 

permit levy regarding the total of levy that needs to be paid by business entity is 

not elaborated in Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on 

Nuisance Permit Levy regarding Levy Charged from Business Entity. 2) The 

difficulties faced are due to several factors: 1. Internal factor: the levy needing to 

be paid to integrated permit services of Pasuruan is not well elaborated and there 

is shortage of staff in Capital Investment and Integrated Nuisance Services 

Agency. 2. External factor: those who run business are not willing for impractical 

procedures required in the proposal of nuisance permit, so that business people 

delegate it to Capital Investment and Integrated Permit Agency. 3) Efforts such as 

counseling and supervision need to be taken. 

 
 

Keywords: implementation, nuisance permit levy, capital investment and 

integrated permit services agency of Pasuruan 
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RINGKASAN 
 

Muchammad Syauqi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya, Desember, 2017, Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait 

Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha (Studi 

di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan), 

Lutfi Effendi, SH.MHum dan Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.  
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak terlaksananya Pasal 18 

Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan 

Terhadap Pemilik Badan Usaha yang dilatar belakangi oleh permasalahan tidak 

sesuainya pengenaan tarif retribusi pelayanan izin gangguan terhadap masyarakat 

pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah tersebut sesuai Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah 

sebagai berikut : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait 

Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota 

Pasuruan? (2) Apa saja kеndala yang dihadapi olеh olеh Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam mеlaksanakan Pеraturan 

Daеrah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan 

Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ? (3) Bagaimana Upaya yang 

dilakukan olеh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota 

Pasuruan ?  
Penelitian ini merupakan penelitian yudiris empiris dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan karena lembaga tersebut merupakan 

lembaga yang melaksakan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Pasuruan dan 

permasalahan tersebut dialami oleh masyarakat yang akan menggunakan 

pelayanan izin gangguan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data dalam 

skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini 

dengan melakukan wawancara, penelitian dan studi kepustakaan. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 10 orang pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, sampel dalam penelitian ini adalah 

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Pasuruan, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan dan masyarakat yang 

memiliki badan usaha 10 orang.. Penulis menganalisis menggunakan teknik 

deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh 

untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa 

Implementasi pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) terkait Retribusi Izin Gangguan 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin 

Gangguan tidak efektif karena tidak dirincinya total biaya retribusi yang harus 
dibayarkan atas jasa pelayanan izin gangguan dari masyarakat yang memiliki 
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badan usaha kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kota Pasuruan.  
Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Gangguan, Badan Usaha, Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan. 
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SUMMARY  
Muchammad Syauqi, Law of State Administration, Faculty of Law, Universitas 

Brawijaya, December, 2017, Implementation of Article 18 Paragraph (1) 

Pasuruan City Regulation Number 16 Year 2011 About Levies Related Permit 

Licenses Imposition Levy License Fee Against Business Entity Owners Investment 

and Integrated Licensing Service of Pasuruan City), Lutfi Effendi, SH. Shinta 

Hadiyantina, SH.MH. 
 

In this thesis, the authors raised the problem of the implementation of Article 18 

Paragraph (1) of Pasuruan City Regulation No. 16 of 2011 on Levies of Related 

Permit Licenses imposed Tariff Levy of Disturbance License Against Owners of 

Business Entities based on the problem of incompatibility of imposition of service 

levy tariffs of interference permit to the community of the owner of the business 

entity that will take care of the disturbance permit that is managed by the 

Regional Government in accordance with the Local Regulation of Pasuruan City 

No. 16 of 2011 on the Distribution License of Disturbance. 
 

Based on this background, the authors draw formulation of the problem as 

follows: (1) How the Implementation of Article 18 Paragraph (1) The Regional 

Regulation Pasuruan Number 16 Year 2011 concerning Permits Related 

Disorders Imposition Rates Permits Impaired Against Own Enterprises in 

Pasuruan? (2) Any kеndala faced ol еh olеh Board of Investment and Integrated 

Licensing Services of Pasuruan in m P е е implemented, hundreds of Da еrah 

Pasuruan No. 16 of 2011 Concerning Disturbance Permit T erhadap Own 

Enterprises in Pasuruan? (3) How Efforts made olеh Board of Investment and 

Integrated Licensing Services of Pasuruan in implementing the Regional 

Regulation Pasuruan No. 16 of 2011 Concerning Disturbance Permit T erhadap 

Own Enterprises in Pasuruan? 
 

This research is an empirical jurisprudence research with sociological juridical 

approach. The location of this research is conducted at Pasuruan City Integrated 

Licensing and Service Licensing Agency because it is an institution that 

implements the policy of Pasuruan City Government and the problem is 

experienced by people who will use the service of interruption permit managed by 

local government. The data in this thesis consists of primary data and secondary 

data. This data collection technique by conducting interviews, research and 

literature study. The population in this study amounted to 10 employees of the 

Capital Investment and Licensing Agency Pasuruan City, the sample in this study 

is the Head of Investment and Integrated Licensing Services Pasuruan City, Head 

of Integrated Services Pasuruan City and people who have 10 business entities .. 

The author analyzed using descriptive analysis technique, that is by describing the 

information obtained for later information is studied and analyzed. 
 

Based on the research conducted by the author, it can be explained that 

Implementation of the implementation of Article 18 Paragraph (1) related Levy 

License Disturbance of Malang City Regulation Number 16 Year 2011 on the 

License License Distribution is ineffective due to the insufficiency of the total 

retribution fees to be paid for the service permit disruption from the community 

that owns the business entity to the Pasuruan City Integrated Licensing and 

Investment Service Board. 
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Keywords: Implementation, Permits Disorders, Enterprises, Investment Board 

and Integrated Licensing Services Pasuruan. 
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